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ABSTRAK

FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN BUPATI
LAMPUNG BARAT TAHUN 2024

OLEH

RISYA FARADITHA

Penelitian ini menganalisis fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Bupati
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang mencerminkan dinamika demokrasi
lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi kemunculan calon tunggal serta menjelaskan dinamika politik lokal
dan partai politik yang berujung pada terbentuknya calon tunggal. Analisis
penelitian menggunakan teori modal sosial Pierre Bourdieu (1987) yang
menekankan tiga indikator utama, yaitu jaringan sosial, kepercayaan, dan relasi
timbal balik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan
yang berasal dari partai politik, penyelenggara pemilu, wartawan, dan masyarakat,
serta didukung oleh analisis dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kemunculan calon tunggal merupakan hasil akumulasi modal
sosial yang terpusat pada satu figur dominan. Jaringan sosial yang luas, tingkat
kepercayaan yang tinggi, dan relasi timbal balik yang stabil membentuk keunggulan
struktural yang sulit ditandingi sejak tahap awal pencalonan. Pada dinamika partai
politik, keunggulan tersebut mendorong pergeseran peran partai dari institusi
rekrutmen menjadi aktor yang menyesuaikan diri dengan kekuatan dominan.
Jaringan kandidat mengambil alih fungsi seleksi politik, kepercayaan publik
dikonversi menjadi legitimasi elektoral, dan relasi timbal balik membentuk koalisi
berbasis kepentingan. Akibatnya, fungsi kaderisasi dan penyediaan alternatif
kepemimpinan melemah. Pada dinamika politik lokal, modal sosial bekerja melalui
mekanisme politik informal yang berakar pada jaringan kekerabatan, otoritas tokoh
adat, dan relasi sosial yang telah mengakar. Struktur ini membentuk preferensi
politik kolektif, mempercepat konsolidasi dukungan, dan secara sistematis
mempersempit ruang kompetisi sejak awal proses pencalonan.

Kata Kunci: Calon tunggal, pilkada, partai politik, modal sosial, dinamika
politik.



ABSTRACT

THE PHENOMENON OF SINGLE CANDIDATE IN THE WEST LAMPUNG
REGENCY REGIONAL ELECTION IN 2024

By

RISYA FARADITHA

This study analyzes the phenomenon of single candidates in the 2024 West
Lampung Regency Regent Election, which demonstrates the dynamics of local
democracy. This study aims to identify factors influencing the emergence of single
candidates and explain the dynamics of local politics and political parties that lead
to the emergence of single candidates. The research analysis uses Pierre Bourdieu's
(1987) theory of social capital, which emphasizes three main indicators: networks,
trust, and reciprocal relations. The study uses a qualitative approach with a case
study method. Data were collected through in-depth interviews with informants
from political parties, election organizers, journalists, and the public, and
supported by document analysis and literature studies. The results show that the
emergence of single candidates is the result of the accumulation of social capital
concentrated in a single dominant figure. Extensive social networks, high levels of
trust, and stable reciprocal relations form a structural advantage that is difficult to
match from the early stages of the nomination process. In political party dynamics,
this advantage drives a shift in the role of parties from recruitment institutions to
actors that align themselves with dominant forces. Candidate networks take over
the function of political selection, public trust is converted into electoral legitimacy,
and reciprocal relations form interest-based coalitions. As a result, the function of
cadre development and providing alternative leadership is weakened. In local
political dynamics, social capital operates through informal political mechanisms
rooted in kinship networks, the authority of traditional leaders, and entrenched
social relations. These structures shape collective political preferences, accelerate
the consolidation of support, and systematically narrow the competitive landscape
from the outset of the nomination process.

Keywords: Single candidate, regional election, political party, social capital,
dynamics of political.
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I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki kesetaraan hak untuk
terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung
maupun melalui perwakilan yang dipilihnya. Dalam konteks Indonesia,
demokrasi diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)
yang berprinsip Luber Jurdil yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E UUD 1945 serta diperkuat
oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu
menjadi instrumen penting bagi rakyat dalam menentukan pemimpin, baik di
tingkat nasional maupun daerah, sekaligus mencerminkan keterlibatan

masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan.

Pada level daerah, demokrasi terimplementasi melalui Pemilihan Kepala
Daerah yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran elite politik di tingkat
lokal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin keterwakilan masyarakat
dalam pemerintahan daerah, melalui Pilkada, masyarakat diberi peluang untuk
menentukan pemimpin yang dinilai mampu membawa kemajuan bagi
daerahnya dan menyalurkan aspirasi publik serta mengelola pemerintahan
secara efektif. Dengan demikian, Pilkada menjadi salah satu pilar utama dalam
konsolidasi demokrasi di Indonesia, karena di dalamnya terkandung nilai

kompetisi politik, partisipasi rakyat, dan legitimasi kepemimpinan.



Namun, dalam praktiknya, fenomena politik lokal di Indonesia dalam beberapa
tahun terakhir telah memperlihatkan kecenderungan meningkatnya jumlah
calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi ini menjadi paradoks
dalam sistem demokrasi yang pada dasarnya menekankan pada kompetisi
politik dan penyediaan alternatif pilihan bagi rakyat. Pilkada seharusnya
menjadi arena kontestasi gagasan dan figur pemimpin, namun ketika hanya
terdapat satu pasangan calon, proses demokrasi kehilangan substansi karena
masyarakat dihadapkan pada pilihan yang terbatas, sehingga kondisi ini
dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam sistem demokrasi (Riyanto, 2019).

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana
kualitas demokrasi lokal berjalan sesuai dengan prinsip representasi politik.
Menurut Arga Pribadi Imawan, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan
Universitas  Gadjah Mada, yang dikutip SuarAkademia melalui
TheConversation (2025), praktik calon tunggal secara sistemik membatasi
ruang kompetisi politik dan mereduksi legitimasi demokrasi. Ia menjelaskan
bahwa partai-partai politik cenderung mengambil pendekatan pragmatis serta
mempertahankan kontrol elite dalam proses pencalonan, sehingga calon
alternatif dari kalangan yang lebih luas tidak memperoleh kesempatan yang

setara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik.

Praktik ini menandakan bahwa pintu partisipasi publik tidak benar-benar
terbuka, melainkan dikendalikan oleh elite partai demi memastikan
kemenangan tunggal pasangan calon. Sejalan dengan itu, The Indonesian
Institute dalam (Kurniawan, 2022) menegaskan bahwa munculnya calon
tunggal di daerah menandakan adanya persoalan serius dalam mekanisme
politik, khususnya terkait rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik.
Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik memiliki tanggung jawab untuk
melakukan rekrutmen yang demokratis, transparan, dan kompetitif. Namun,
kenyataannya calon tunggal justru memperlihatkan indikasi lemahnya
kaderisasi, dominasi elite politik, dan kecenderungan sistem patronase dalam

menentukan calon. Pola tersebut lebih sering mempertimbangkan faktor-faktor



pragmatis, seperti popularitas figur di masyarakat serta tingkat elektabilitas

calon yang akan diusung.

Peningkatan Calon Tunggal
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Gambar 1. Data Peningkatan Jumlah Calon Tunggal pada Pilkada
Sumber: KPU RI (2025)

KPU RI mencatat bahwa secara nasional, tren munculnya calon tunggal dalam
penyelenggaraan Pilkada terus mengalami peningkatan dari satu periode ke
periode berikutnya. Fenomena ini mulai terlihat lebih menonjol pada Pilkada
serentak pertama yang dilaksanakan pada 2015, yang mana terdapat 3 daerah
dengan calon tunggal, jumlah ini meningkat menjadi 9 daerah pada 2017, 10
daerah pada 2018, dan mencapai 25 daerah pada Pilkada 2020. Tren ini
berlanjut pada Pilkada 2024 dengan tercatat 37 daerah yang hanya memiliki

satu pasangan calon.



Tabel 1. Data Daerah dengan Calon Tunggal di Pilkada Serentak

JUMLAH
TAHUN DAERAH NAMA DAERAH

2015 3 Tasikmalaya, Blitar, Timor Tengah Utara.

2017 9 Tebing Tinggi, Tulang Bawang Barat, Pati, Buton,
Landak, Maluku Tengah, Tambrauw, Kota Sorong,

dan Jayapura.

2018 13 Tapin, Enrekang, Padang Lawas Utara, Puncak,
Karanganyar, @ Mamasa, = Minahasa  Tenggara,
Jayawijaya, Pasuruan, Lebak, Tangerang, Kota

Prabumulih, Kota Tangerang.

2020 25 Humbang Hasundutan, Gunungsitoli,
Pematangsiantar, Serdang Bedagai, Manokwari
Selatan, Boyolali, Gowa, Pegunungan Arfak, Kutai
Kartanegara, Kebumen, Ngawi, Ogan Komering Ulu
Selatan, Soppeng, Raja Ampat, Sragen, Balikpapan,
Ogan Komering Ulu, Wonosobo, Badung, Pasaman,
Kediri, Grobogan, Bengkulu Utara, Mamuju Tengah,

Kota Semarang, Sumbawa Barat.

2024 37 Aceh Utara, Aceh Tamiang, Pakpak Bharat, Nias
Utara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Dharmasraya,
Bengkulu Utara, Empat Lawang, Batanghari, Ogan
[lir, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, Bangka,
Bangka Selatan, Bintan, Ciamis, Banyumas, Brebes,
Sukoharjo, Ngawi, Trenggalek, Gresik, Bengkayang,
Tanah Bumbu, Balangan, Maros, Muna Barat,
Pasangkayu, = Malinau, Papua  Barat, Kota
Pangkalpinang, Kota Pasuruan, Kota samarinda, Kota

Tarakan, Kota Surabaya

Sumber: Tempo (2025)

Fenomena calon tunggal yang bersaing melawan kotak kosong ini juga terjadi
di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Barat pada Pilkada
2024. Dalam kontestasi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat



menetapkan hanya satu pasangan calon yang lolos verifikasi, yaitu Parosil
Mabsus—Mad Hasnurin yang menempati nomor urut 02 dan kotak kosong
menempati nomor urut 01. Fenomena ini merupakan hal baru dalam dinamika
politik Lampung Barat, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan
kepala daerah, wilayah ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon, sehingga
Pilkada 2024 menjadi titik perubahan dalam pola persaingan politik di tingkat
lokal, mengingat pada pemilihan sebelumnya, kontestasi di Lampung Barat

selalu diikuti oleh lebih dari satu kandidat.

Secara hukum, ketentuan terkait pasangan calon tunggal yang bersaing dengan
kotak kosong memiliki dasar yang jelas, ketentuan ini diatur dalam Pasal 54C
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa apabila
dalam suatu pemilihan hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan
telah ditetapkan secara resmi, pemilihan akan tetap dilaksanakan dengan
memberikan dua pilihan kepada pemilih yaitu memilih pasangan calon yang

tersedia atau memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan.

Pasangan calon tunggal dapat dinyatakan menang apabila memperoleh suara
"Setuju" lebih dari 50 persen dari total suara sah, namun apabila suara “Tidak
Setuju” lebih dominan, maka harus diselenggarakan pemilihan ulang dalam
jangka waktu maksimal 60 hari, dan pasangan calon sebelumnya tidak
diperbolehkan mendaftar kembali. Ketentuan ini dibuat untuk menjamin

legitimasi pasangan calon tunggal dalam sistem demokrasi.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Lampung Barat, yang dilaksanakan pada 3-4 Desember 2024, sebagaimana
dilaporkan melalui laman resmi KPU Kabupaten Lampung Barat, tercatat
151.662 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dari jumlah tersebut,
pasangan Parosil Mabsus—Mad Hasnurin memenangkan Pilkada secara mutlak
dengan meraih 121.098 suara sekitar 82,7-82,8 persen, sementara kotak
kosong hanya memperoleh 25217 suara (sekitar 17,2-17,4 persen),
menjadikan Parosil-Hasnurin sebagai pemenang resmi Pilkada Lampung Barat
2024. Hasil ini konsisten dengan data hitung cepat maupun real count

berdasarkan hasil dokumen C1 yang masuk 100 persen, sebagai contoh, real



count internal PDI-Perjuangan (BSPN Lampung Barat) mencatat angka

kemenangan 82,67 persen terhadap kotak kosong di angka 17,39 persen.

Pasangan Parosil-Mad Hasnurinini diusung oleh koalisi besar partai politik
yang melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai
Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN),
Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dukungan menyeluruh
dari hampir seluruh partai besar tersebut menyebabkan tidak ada partai lain
yang memiliki cukup kursi di DPRD untuk mengusung calon alternatif,
sehingga hanya pasangan Parosil-Hasnurin yang lolos pendaftaran dan

ditetapkan sebagai satu-satunya pasangan calon oleh KPU.

Kemenangan dominan pasangan Parosil-Hasnurin dalam Pilkada Lampung
Barat 2024, yang didukung oleh sebagian besar partai politik, mencerminkan
kecenderungan pragmatisme dalam dinamika politik lokal yang semakin
menguat. Dalam konteks ini, partai-partai lebih cenderung memberikan
dukungan kepada kandidat yang dinilai memiliki peluang kemenangan lebih
besar, terutama kepada figur yang memiliki sumber daya finansial, modal
sosial yang kuat, serta pengaruh signifikan di tingkat lokal, daripada
mendorong kader internal partai untuk maju sebagai calon kepala daerah

(Anggraini, 2025).

Kemunculan calon tunggal dalam Pilkada tersebut menjadi cerminan
konsolidasi kekuasaan di tingkat lokal. Figur yang maju bukanlah sosok baru,
melainkan petahana yang sebelumnya menjabat sebagai bupati dan telah
memiliki basis dukungan yang mapan. Tingkat popularitas yang tinggi dan
pengalaman dalam pemerintahan memudahkan mereka memperoleh dukungan
dari partai politik. Selain itu, dorongan kuat dari masyarakat dan elite politik,
terutama jika calon tersebut pernah memberikan kontribusi nyata terhadap
pembangunan daerah, semakin memperkuat posisi mereka (Kurniawan, 2022).
Kondisi ini membuat partai-partai politik lebih cenderung berkoalisi dan
mengusung satu calon saja guna meningkatkan peluang kemenangan dalam

pemilihan (Anggraini, 2025).



Dalam konteks Pilkada Lampung Barat tahun 2024, kemunculan calon tunggal
diduga tidak hanya disebabkan oleh lemahnya mekanisme demokrasi internal
partai politik, melainkan juga dipengaruhi oleh kuatnya jaringan sosial,
tingginya tingkat kepercayaan masyarakat, serta hubungan timbal balik antara
petahana dengan aktor politik di tingkat lokal. Modal sosial tersebut menjadi
sumber legitimasi sekaligus kekuatan dukungan yang luas, sehingga partai-
partai politik cenderung berkoalisi dan menyatukan dukungan pada satu figur
yang dianggap paling aman secara elektoral, yang pada akhirnya menghasilkan

satu-satunya pasangan calon.

Secara normatif, partai politik diharapkan berperan sebagai saluran utama
kaderisasi dan penyedia alternatif kepemimpinan. Namun, dalam praktiknya di
Lampung Barat, fungsi tersebut tampak belum berjalan optimal. Koalisi besar
partai lebih memilih untuk mengonsolidasikan dukungan kepada satu figur
dominan daripada mengusung calon lain, sehingga ruang kompetisi politik
menjadi terbatas, meskipun sistem multipartai sejatinya memberi peluang bagi

munculnya lebih dari satu pasangan calon.

Sejalan dengan itu, Halifah menyebutkan keberadaan tokoh lokal yang kuat
sering dimanfaatkan sebagai strategi untuk memenangkan kontestasi kepala
daerah (Handoko dkk., 2020). Dukungan terhadap tokoh dominan ini kerap
kali menciptakan koalisi partai yang tidak seimbang, menekankan bahwa
kondisi tersebut dapat menghambat partai lain untuk ikut berpartisipasi secara
adil, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kualitas demokrasi di tingkat

lokal (Ekowati, 2019).

Melalui penjelasan tersebut, peneliti bermaksud mengkaji secara mendalam
fenomena munculnya calon tunggal dalam Pilkada 2024 di Kabupaten
Lampung Barat. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa
saja yang menyebabkan munculnya calon tunggal, serta bagaimana dinamika
partai politik dan dinamika politik lokal membentuk pola dukungan terhadap
satu figur kandidat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

yang lebih komprehensif mengenai praktik politik lokal, khususnya dalam



konteks demokrasi elektoral di daerah yang mengalami pemusatan dukungan

pada satu calon saja.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan
pembanding dan rujukan. Tujuannya juga untuk menghindari dugaan adanya
kesamaan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang

relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Penelitian terdahulu

No Peneliti/Tahun Judul Hasil Penelitian
1. (Agus Riyanto, Fenomena Disahkannya Undang-Undang
2021) Pasangan Nomor 10 Tahun 2016 secara

Calon Tunggal tidak langsung berkontribusi
Pada Pilkada terhadap minimnya jumlah peserta
Serentak di dalam pilkada serentak. Kondisi
Jawa Tengah  ini mendorong partai politik lebih
bersifat pragmatis dengan mudah
menerima pinangan partai lain jika
peluang untuk maju mencalonkan
pasangannya sendiri atau
memenangkan pilkada kecil.
2. (Chika Susanti, Calon Tunggal Pengaruh kuat jaringan politik
2020) Dan Orang orang-orang lokal, khususnya
Kuat  Lokal keluarga Mulyadi Jayabaya,
(Studi Kasus berhasil mengendalikan proses

Fenomena pencalonan melalui kontrol partai

Calon Tunggal politik dan penghambatan

Dalam administratif di Komisi Pemilihan
Pemilihan Umum (KPU). Sehingga seluruh
Langsung partai  di  Lebak  bersatu
Bupati  Dan membentuk koalisi besar

Wakil Bupati mendukung pasangan petahana,

Kabupaten




No Peneliti/Tahun

Judul

Hasil Penelitian

4,

(Andrian, A., &
Wardani, S. B.
E, 2021)

(Jenita Agma
Putri, 2025)

Lebak Tahun
2018)

Peran Modal
Politik
Modal

dan
Sosial
Pencalonan
Suryana dan
Wiwin
Suwindaryati
Melalui Jalur
Perseorangan
Pada Pilkada
Kabupaten
Garut Tahun

2018

Fenomena
Calon Tunggal
Pemilihan
Bupati Tulang
Bawang Barat

Tahun 2024

Akibatnya, pilkada hanya diikuti
oleh satu pasangan calon.
Hasil

penelitian ~ menunjukan

bahswa modal

dimiliki

politik  yang
berupa  pengalaman
dalam organisasi keagamaan dan
politik, dukungan elit yang solid,
serta modal sosial  berupa
kepercayaan dan jaringan sosial
Garut

masyarakat menjadi

kekuatan utama pasangan

Suryana—Wiwin  Suwindaryati.
Kombinasi kedua modal tersebut
memungkinkan mereka

memenuhi  syarat  dukungan
minimum pada pencalonan jalur
perseorangan dalam Pilkada Garut
2018.

calon

oleh

Munculnya

disebebkan

tunggal
dominasi
petahana yang kuat, tingginya
biaya politik, serta lemahnya
kaderisasi partai politik. Faktor
regulasi yang kurang mendukung
munculnya banyak calon turut
mempersempit kompetisi. Selain
itu, soliditas koalisi partai dalam
mengusung satu figur sering kali
menjadi strategi untuk menjamin

kemenangan tanpa menghadapi

persaingan politik yang signifikan.
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No Peneliti/Tahun Judul Hasil Penelitian
5. (Ahmad Analisis Hasil penelitian menunjukkan
ggggz)m Baso, Fenomena bahwa pasangan Adnan—Kio
Pasangan menjadi calon tunggal dalam

Calon Tunggal Pilkada Gowa 2020 karena
Di Pilkada memiliki hubungan baik dengan
Kabupaten berbagai partai politik, dominasi
Gowa Tahun politik, citra  kepemimpinan
2020 positif, serta rekam  jejak
keberhasilan pada periode
sebelumnya. Sikap pragmatis
partai yang enggan mengusung
pesaing, ditambah  dukungan
tokoh masyarakat dan latar
belakang keluarga berpengaruh,
turut memperkuat posisi mereka

sebagai satu-satunya calon.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat
dilihat dari fokus kajian, pendekatan teori, dan unit analisis yang digunakan.
Penelitian (Riyanto, 2021) lebih berfokus pada dampak disahkannya Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap menurunnya jumlah peserta dalam
pilkada serentak di Jawa Tengah. Penelitian tersebut menyoroti kecenderungan
partai politik yang bersikap pragmatis akibat pengaruh regulasi nasional, tanpa
menelaah secara mendalam fungsi kelembagaan partai dalam proses rekrutmen
calon kepala daerah. Berbeda dengan itu, penelitian ini justru menitikberatkan
pada dinamika politik lokal di Kabupaten Lampung Barat, khususnya koalisi
partai politik dalam penjaringan dan penetapan calon kepala daerah serta faktor

apa saja yang melatarbelakangi munculnya calon tunggal pada Pilkada 2024.

Sementara itu, penelitian dari (Susanti, 2020) menyoroti fenomena calon

tunggal di Kabupaten Lebak dengan berfokus pada peran orang kuat lokal dan
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pengaruh jaringan kekuasaan keluarga Jayabaya yang mampu mengendalikan
proses pencalonan melalui partai politik dan KPU. Fokus penelitian tersebut
lebih pada dominasi figur lokal dibandingkan peran kelembagaan partai politik.
Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada dinamika politik dan internal
partai politik dalam proses penetapan calon kepala daerah serta alasan

munculnya calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat 2024.

Selanjutnya, penelitian (Andrian&Wardani, 2021) meneliti terkait peran modal
politik dan sosial dalam pencalonan pasangan perseorangan Suryana-Wiwin
Suwindaryati pada Pilkada Garut 2018, dengan fokus pada dukungan sosial
dan politik calon independen di luar struktur partai. Berbeda dengan itu,
penelitian ini berfokus pada pasangan calon dari jalur partai serta menyoroti
bagaimana partai politik berkontribusi dalam munculnya calon tunggal pada

Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2025) menelaah fenomena calon tunggal
di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang muncul akibat dominasi petahana,
lemahnya kaderisasai partai, tingginya biaya politik, serta soliditas koalisi
antarpartai. Meskipun sama-sama menyoroti kemunculan calon tunggal,
penelitian ini berbeda karena berfokus pada dinamika politik lokal di
Kabupaten Lampung Barat, dengan penckanan pada faktor-faktor yang
melatarbelakangi munculnya calon tunggal serta koalisi partai politik dalam

penjaringan dan penetapan calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

Penelitian (Baso, 2023) tmeneliti terkait Pilkada Gowa 2020 yang
menunjukkan bahwa calon tunggal muncul karena citra positif, dominasi
petahana, dan hubungan baik dengan partai politik, sehingga menekankan
faktor personal dan sikap pragmatis partai. Berbeda dengan itu, penelitian ini
menelusuri faktor-faktor penyebab kemunculan calon tunggal sekaligus
munculnya koalisi partai politik dalam penjaringan dan penetapan calon kepala

daerah dalam Pilkada Lampung Barat tahun 2024.

Berdasarkan uraian diatas, fenomena munculnya calon tunggal dalam

pemilihan kepala daerah telah menjadi isu yang penting untuk dikaji karena
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mencerminkan dinamika politik lokal yang kompleks. Situasi ini
memperlihatkan bagaimana kekuatan figur, kepentingan partai, dan strategi
koalisi membentuk konfigurasi politik yang pada akhirnya menghasilkan
minimnya kompetisi elektoral. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya
memahami lebih dalam proses dan kondisi yang melatarbelakangi kemunculan
calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024, yang
kemudian dituangkan dalam penelitian berjudul “Fenomena Calon Tunggal

dalam Pemilihan Bupati Lampung Barat Tahun 2024.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam pilkada
Kabupaten Lampung Barat tahun 20247

2. Bagaimana dinamika partai politik pada pilkada kabupaten lampung
barat tahun 20247

3. Bagaimana dinamika politik lokal pada pilkada kabupaten lampung barat
tahun 20247

1.3.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam
Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

2. Mengetahui dinamika politik lokal dan partai politik pada pilkada
kabupaten lampung barat tahun 2024.

3. Mengetahui dinamika partai politik pada pilkada kabupaten lampung
barat tahun 2024.
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Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terhadap
pengembangan kajian ilmu pemerintahan dan politik serta memperkaya
literatur akademik mengenai fenomena calon tunggal, partai politik, dan

dinamika pencalonan kepala daerah di Indonesia.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi partai
politik dalam merumuskan strategi politik yang lebih transparan,
partisipatif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi lokal, dan
diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat masyarakat
dalam mengawasi serta menilai kinerja partai politik, khususnya dalam
menjaga prinsip keadilan dan kompetisi yang sehat dalam pemilihan

kepala daerah.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemahaman demokrasi yang paling mendasar terwujud dalam pemilihan umum.
Melalui pemilu, warga negara memperoleh kesempatan untuk memilih pejabat
pemerintahan dan menentukan prioritas kebijakan yang akan dijalankan. Di
Indonesia sendiri, pemilu menjadi wujud konkret dari prinsip demokrasi serta
menjadi wadah bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya terhadap negara

dan pemerintahan. (Fathurokhman, 2022)

Menurut Sudiharto dalam Mardiansyah (2023) pemilu merupakan salah satu
instrumen utama dalam sistem demokrasi, karena melalui pemilu rakyat dapat
secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemilu
juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan kenegaraan,
sekaligus menjadi wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam

menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada asas luber dan jurdil yang
menjadi prinsip utama dalam menjamin keadilan dan integritas pemilihan umum

sesuai dengan asas pemilu yang telah tertuang dalam Pasal 22 E ayat 1.

1. Langsung, artinya rakyat memberikan suara secara langsung tanpa
perantara atau perwakilan. Setiap pemilih memiliki hak untuk menentukan
pilihannya sendiri berdasarkan kehendak hati nurani.

2. Umum, bermakna bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat,
yakni telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, memiliki hak

untuk memilih. Sementara itu, warga yang telah berusia 21 tahun berhak
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untuk dipilih. Hak ini berlaku tanpa diskriminasi berdasarkan latar
belakang apapun.

3. Bebas, menunjukkan bahwa dalam memberikan suara, pemilih memiliki
kebebasan penuh untuk memilih tanpa adanya tekanan, paksaan, atau
pengaruh dari pihak manapun.

4. Rabhasia, berarti pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya oleh hukum.
Tidak ada pihak yang dapat mengetahui atau mengakses informasi
mengenai siapa yang dipilih oleh seorang pemilih.

5. Jujur, mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu,
mulai dari penyelenggara, pemerintah, peserta pemilu, pengawas, hingga
masyarakat untuk bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil, mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, semua
peserta, baik calon maupun partai politik, diperlakukan secara setara tanpa

diskriminasi dan dijamin bebas dari segala bentuk kecurangan.

Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu
di Indonesia, tetapi juga mencerminkan komitmen bangsa dalam mewujudkan
pemerintahan yang demokratis dan berintegritas. Melalui pemilu, rakyat
memiliki kesempatan untuk menentukan arah kepemimpinan serta kebijakan
publik sesuai dengan aspirasi mereka. Oleh karena itu, menjaga kemurnian nilai-
nilai demokrasi dalam setiap tahapan pemilu menjadi tanggung jawab bersama
seluruh elemen bangsa, agar proses politik di Indonesia benar-benar

mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

2.2. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung di era
reformasi mencerminkan adanya kemajuan dalam kualitas demokrasi di
Indonesia yang memungkinkan warga negara memilih pemimpin daerah secara
langsung, seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Mekanisme ini membuka

peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan pemimpin
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politik di tingkat daerah. Selain memperkuat partisipasi politik rakyat, pemilihan

langsung juga bertujuan mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena

pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat diharapkan memiliki

pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan dan kondisi daerahnya (Putri,

2025).

Pilkada sendiri harus tetap berlandasan pada prinsip pemberian otonomi daerah

yang diatur dalam UU No. 23/2014, yaitu:

1.

Demokrasi, keadilan, pemetaan, potensi, dan keanekaragaman daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan mempertimbangkan
karakteristik khas setiap daerah, prinsip keadilan sosial, serta potensi dan
keragaman wilayah yang dimilikinya;

Menguatkan legsislatif daerah. Badan legislatif daerah (DPRD) harus
berperan sebagai pembuat undang-undang, pengawas, dan pengontrol
anggaran, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung
seimbang;

Sesuai dengan konstitusi. Otonomi daerah dilaksanakan selaras dengan
konstitusi, menjaga hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan

daerah, serta antardaerah.

Irham dalam Pratama (2017) menyebutkan lima alasan utama mengapa

penyelenggaraan pilkada langsung penting bagi kemajuan demokrasi di

Indonesia:

1.

Jawaban dari aspirasi rakyat. Pilkada langsung merupakan bentuk
pemenuhan atas keinginan rakyat, sejalan dengan praktik pemilihan
langsung yang telah diterapkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Oleh karena itu, kepala daerah pun
dipilih langsung untuk menjaga konsistensi sistem demokrasi.

Implementasi dari nilai konstitusional. Pelaksanaan pilkada langsung
mencerminkan amanat konstitusi dan UUD 1945, dimana Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota sebagai pemimpin pemerintahan daerah harus

dipilih melalui proses demokratis oleh masyarakat.
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3. Sarana pendidikan politik. Pilkada juga berperan sebagai media
pembelajaran demokrasi bagi masyarakat. Proses ini memberi ruang bagi
rakyat untuk belajar menjalankan hak politiknya secara bertanggung
jawab, dengan harapan akan terbentuk kesadaran kolektif mengenai
pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan hati
nurani.

4. Penguatan otonomi daerah. Melalui pilkada langsung, pelaksanaan
otonomi daerah dapat diperkuat. Kualitas pemimpin lokal sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan otonomi, terutama dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang
memperhatikan kebutuhan dan aspirasi rakyat di daerahnya.

5. Kaderisasi Kepemimpinan. Pilkada menjadi salah satu jalur penting
untuk mencetak calon pemimpin nasional di masa depan. Dalam konteks
terbatasnya stok kepemimpinan nasional, pemilihan kepala daerah secara
langsung memberikan kesempatan bagi lahirnya figur-figur baru yang

potensial untuk tampil di tingkat nasional.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada langsung bukan hanya sekadar proses
politik, tetapi juga instrumen penting dalam membangun tata kelola
pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif. Mekanisme ini menjadi
landasan dalam memahami dinamika politik lokal, termasuk munculnya
berbagai fenomena seperti dominasi calon petahana maupun munculnya calon

tunggal dalam kontestasi politik daerah.

2.3. Konsep Calon Tunggal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jika diartikan secara leksikal,
kata calon merujuk pada individu yang dipersiapkan untuk menduduki suatu
jabatan atau profesi tertentu, sedangkan tunggal berarti satu-satunya. Dengan
demikian, calon tunggal dapat dipahami sebagai individu atau pasangan yang
menjadi satu-satunya peserta dalam sebuah proses pemilihan dan dipersiapkan

untuk menduduki posisi tertentu.
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Dalam konteks pilkada, istilah calon tunggal merujuk pada situasi di mana hanya
satu pasangan calon yang berhasil melewati tahapan pendaftaran dan verifikasi
oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Meskipun pada awalnya sistem
Pilkada di Indonesia mengharuskan minimal dua pasangan calon yang
berkompetisi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus
hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat, sehingga
menyebabkan munculnya fenomena calon tunggal. Calon tunggal merupakan
bentuk ketidakterpenuhan persyaratan minimal dua pasangan calon dalam
Pilkada, yang justru dapat membuka peluang terjadinya dominasi politik oleh

satu pihak tertentu. (Rahmanto, 2018)

1. Faktor-Faktor Munculnya Calon Tunggal

Fenomena munculnya pasangan calon tunggal dalam Pilkada tidak terjadi
secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Menurut
Lestari (2019), penyebab fenomena ini dapat dikategorikan ke dalam dua

aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non-yuridis.

a. Aspek Yuridis

Aspek ini berkaitan dengan adanya landasan hukum yang memberikan
legitimasi terhadap penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal.
Landasan tersebut berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
100/PUU-XI11/2015, yang kemudian diperkuat melalui Pasal 14 ayat
(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018
sebagai perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015, menjadi dasar
hukum bagi penyelenggaraan Pilkada serentak di daerah yang hanya
memiliki satu pasangan calon, dengan demikian, keberadaan calon
tunggal dapat berlangsung secara legal dan sah menurut ketentuan

perundang-undangan.
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b. Aspek Non-Yuridis

Selain faktor regulasi, terdapat pula berbagai faktor non-yuridis yang

turut berkontribusi pada munculnya calon tunggal, antara lain:

a. Tingginya biaya politik (mahar politik). Proses pencalonan
kepala daerah kerap dibebani biaya tinggi, baik untuk
mendapatkan dukungan partai politik maupun untuk membiayai
kampanye. Hal ini menyulitkan calon potensial yang tidak
memiliki sumber daya finansial memadai.

b. Rendahnya kemampuan bersaing bakal calon. Tidak semua tokoh
politik memiliki popularitas, elektabilitas, maupun kapasitas yang
memadai untuk berkompetisi, sehingga mempersempit jumlah
kandidat yang bersedia maju.

c. Dominasi kepentingan elite politik. Elite politik di tingkat lokal
maupun pusat sering kali memiliki pengaruh dominan dalam
menentukan siapa yang akan diusung, sehingga menciptakan
ruang politik yang eksklusif dan membatasi alternatif calon.

d. Kegagalan partai dalam menjalankan kaderisasi. Banyak partai
politik belum optimal dalam menyiapkan kader internal sebagai
calon kepala daerah. Akibatnya, partai lebih cenderung
mengusung tokoh luar yang populer atau memiliki modal besar,
dibandingkan dengan kader internal yang sebenarnya

berkompeten.

2.4. Konsep Partai Politik

Partai politik merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
demokrasi di setiap negara. Tanpa keberadaan partai politik, mekanisme
demokrasi tidak akan berfungsi secara optimal, mengingat partai politik
berperan dalam menjembatani rakyat dengan wakil-wakilnya, baik di lembaga

legislatif maupun pada jabatan publik dalam pemerintahan. Selain itu, partai
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politik juga berfungsi sebagai mekanisme sekaligus institusi yang menyalurkan

serta mengekspresikan kehendak masyarakat yang diwakili (Basuki, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai
politik merupakan organisasi berskala nasional yang didirikan secara sukarela
oleh sekelompok warga negara Indonesia. Pendirian partai tersebut dilandasi
oleh kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta melindungi

kepentingan politik para anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sejalan dengan itu Budiardjo (2008) menyebutkan partai politik muncul dari
pemahaman bahwa melalui pembentukan organisasi, mereka dapat
mengumpulkan individu-individu yang memiliki pemikiran serupa, sehingga
gagasan dan tujuan mereka dapat dikonsolidasikan. Dengan cara ini, pengaruh
kelompok tersebut dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan menjadi
lebih kuat. Secara garis besar, partai politik dapat dipandang sebagai kelompok
yang terstruktur dengan anggota-anggota yang berbagi orientasi, nilai, dan

aspirasi yang sama.

Hafied Cangara mengemukakan bahwa partai politik memiliki tiga prinsip

utama dalam perannya di kehidupan politik (Labolo & Ilham, 2015)

1. Partai sebagai koalisi, yaitu sebagai wadah yang menyatukan beragam
kepentingan untuk membentuk kekuatan politik mayoritas. Dalam
partai yang lahir dari koalisi ini, biasanya terdapat berbagai faksi yang
mewakili kepentingan tertentu.

2. Partai sebagai organisasi, yang menekankan pentingnya pengelolaan
yang terstruktur dan berkelanjutan agar partai tetap aktif dan mampu
berkembang. Partai politik harus dibina dan diperkuat agar dapat
menjadi sarana perjuangan politik bagi individu atau kelompok
tertentu. Fungsi partai dalam konteks ini mencakup pencalonan anggota
untuk pemilu, berpartisipasi dalam kontestasi politik, menyepakati
calon yang akan diusung, menggalang dana, serta menyusun isu-isu

kampanye sebagai bagian dari strategi politik.
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3. Partai sebagai pembuat kebijakan. Dalam hal ini, partai tidak hanya
mendukung calon untuk menduduki jabatan publik, tetapi juga berperan
aktif dalam memengaruhi dan menentukan arah kebijakan publik
melalui para wakil yang mereka usung dan tempatkan dalam lembaga-

lembaga pemerintahan.

1. Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik menjadi salah satu aspek penting yang menjadi
rujukan konseptual dalam penelitian ini. Dalam setiap negara
demokratis, partai politik memegang peran strategis sebagai
penghubung antara warga negara dan proses politik. Keterlibatan warga
negara dalam politik tidak hanya untuk kepentingan kemanusiaan dan
kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menjamin kesetaraan
pengaruh dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Dengan
demikian, partai politik merupakan instrumen penting dalam menjaga
dinamika demokrasi, karena melalui partai, aspirasi dan kepentingan
masyarakat dapat tersalurkan ke dalam mekanisme pemerintahan dan

kebijakan publik.

Salah satu cara utama partai politik untuk memperoleh kekuasaan adalah
melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Dalam konteks ini, partai
politik tidak hanya bertindak sebagai sarana kontestasi politik, tetapi
juga menjalankan fungsi strategis yang memengaruhi proses politik
secara menyeluruh. Menurut Budiardjo (2008), secara umum, partai

politik menjalankan lima fungsi utama, yaitu:

1. Partai Sebagai Sarana dari Komunikasi Politik
2. Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

3. Partai Sebagai Sarana dari Rekrutmen Politik
4. Partai Politik Sebagai Partisipasi Politik

5. Partai Sebagai Sarana Pengatur Konflik
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Dengan demikian, partai politik tidak hanya bertujuan memenangkan
pemilu, tetapi juga menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung

demi mewujudkan agenda politik yang mereka perjuangkan.

2.5. Mekanisme Kandidasi Politik

Salah satu peran penting partai politik dalam penyelenggaraan pemilu maupun
pilkada adalah mengajukan calon kepala daerah. Dalam konteks ini, fungsi
kandidasi politik menjadi sangat krusial karena partai politik tidak hanya
berperan sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai institusi yang menyeleksi,
menyiapkan, dan mengajukan kandidat sesuai dengan tujuan dan orientasi
politiknya. Sebagaimana ditegaskan oleh Budiarjo (2008) rekrutmen politik
merupakan salah satu hak dan fungsi partai politik yang berhubungan langsung

dengan upaya menghadirkan calon pemimpin dalam sistem demokrasi.

Hak tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang tentang Pilkada maupun
Undang-Undang tentang Partai Politik. Dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa partai politik memiliki
tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia

sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kandidasi politik juga merujuk pada proses yang dilakukan partai politik dalam
mencari dan menarik individu, terutama yang memiliki potensi dan kemampuan,
untuk terlibat dalam kegiatan politik. Proses ini tidak hanya terbatas pada upaya
menjaring anggota baru, tetapi juga mencakup langkah-langkah untuk merekrut
serta mencalonkan kader partai guna menduduki posisi-posisi strategis dalam

jabatan publik (Haquri & Sahab, 2023).

Proses kandidasi yang selektif berpengaruh besar terhadap kemajuan partai
politik, karena dapet menjamin tersedianyan kader yang berkualitas. Keberadaan
individu dengan integritas tinggi menjadi elemen krusial dalam menjalankan

roda organisasi. Oleh karena itu, untuk mencetak kader partai yang sesuai
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harapan, penting bagi partai untuk mengembangkan system rekrutmen dan

kaderisasi politik secara terstruktur dan berkelanjutan (Labolo & Ilham, 2015).

Rekrutmen politik yang ideal adalah rekrutmen yang menjunjung tinggi asas
kadailan, keterbukaan, dan demokrasi bagi setiap individu yang memiliki visi
sejalan dengan partai. Dalam prosesnya, partai dituntut selektif dalam
menentukan siapa yang layak direkrut, dengan menghindari individu yang hanya
memandang partai sebagai sarana sementara atau sekadar memenuhi
kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ideologi partai. Lebih dari itu,
kader yang dipilih seharusnya merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan

komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat (Putri, 2025).

Dalam sistem politik Indonesia, proses kandidasi kepala daerah diatur oleh partai
poltik atau gabungan partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-
unadangan. Namun dalam praktiknya, proses ini sering kali tidak berjalan secara
demokratis. Kandidasi cenderung dipengaruhi oleh fator pragmatis, seperti
popularitas calon, kekuatan finansial, dan terutama modal sosial yang dimiliki
oleh figur tersebut. Fenomena ini memperlihatkan bahwa fungsi kandidasi partai
politik telah bergeser dari ideal normative menuju orientasi pragmatis. Partai
politik lebih cenderung memilih figur yang sudah memiliki basis dukungan kuat
di masyarakat untuk meminimalkan risiko kekalahan dalam pemilu. Akibatnya,
proses kaderisasi internal menjadi terpinggirkan, dan muncul fenomena calon
tunggal sebagai akibat dari dominasi satu figur yang memperoleh dukungan

mayoritas partai.

2.6. Teori Modal

Pierre Bourdieu memandang bahwa posisi sosial dan kekuasaan politik
seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi semata, melainkan juga
oleh akumulasi berbagai bentuk modal yang dimiliki. Bourdieu (1987)

mengelompokkan modal ke dalam empat jenis utama, yaitu modal ekonomi,
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modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik. Keempat modal ini saling

berinteraksi dan dapat dikonversi satu sama lain untuk memperkuat dominasi

politik dan sosial dalam ruang kontestasi kekuasaan, termasuk dalam dinamika

politik lokal seperti Pilkada Lampung Barat tahun 2024.

1.

Modal Ekonomi (Economic Capital)

Dalam konteks politik local, modal ekonomi mencakup kemampuan
finansial calon atau figur politik untuk mendukung aktivitas politiknya,
seperti pembiayaan kampanye, logistik partai, maupun kegiatan sosial
masyarakat. Kandidat dengan sumber daya ekonomi yang kuat
cenderung lebih mudah menarik dukungab partai politik dan membangun
koalisi, yang pada akhirnya dapat memperkuat posisinya sebagai calon
dominan atau bahkan calon tunggal.

Modal Kultural (Cultural Capital)

Modal ini berkaitan dengan kapasitas intelektual, Pendidikan,
pengetahuan politik, serta pengalaman birokratis yang dimiliki calon
kepala daerah. Figur yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi,
pengalaman pemerintahan, dan kemampuan komunikasi politik yang
baik lebih mudah memperoleh kepercayaan partai politik serta
masyarakat, karena dianggap kompeten dan berwawasan luas.

Modal Sosial (Social Capital)

Modal sosial tampak melalui jaringan relasi yang mdimiliki calon dengan
berbagai actor politik organiasasi msyarakat, dan tokoh masyarakat.
Dalam fenomena calon tunggal, modal sosial menjadi aspek penting
karena membentuk jejaring, kepercayaan (trust) dan dukungan timbal
balik (reciprocity) antara calon dengan partai-partai politik. Melalui
jaringan ini, figur dominan mampu memobilisasi dukungan lintas partai
dan melemahkan peluang munculnya pesaing lain.

Modal Simbolik (Symbolic Capital)

Modal simbolik tercermin dalam dukungan, reputasi, kehormatan, serta
legitimasi sosial yang diperoleh calon di mata publik. Figur yang

sebelumnya menjabat atau memiliki citra positif di masyarakat seringkali
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memeperoleh pengakuan sebagai pemimpin ideal, sehingga partai politik

enggan membawa pilihan alternatif lain.

Dalam konteks penelitian ini, teori yang akan digunakan adalah modal sosial
(social capital), karena teori ini relevan untuk menjelaskan fenomena
munculnya calon tunggal dan lemahnya proses kandidasi partai politik pada

Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

2.6.1. Konsep Dasar Modal Sosial

Modal sosial nerupakan salah satu bentuk modal yang memiliki peranan
penting dalam mempertahankan serta memperluas kekuasaan dan posisi
sosial seseorang di dalam struktur masyarakat (Bourdieu, 1987), lebih
lanjut Bourdieu (1987) mendefinisikan modal sosial sebagai agregat
sumber daya, baik yang aktual maupun potensial, yang terkait dengan
kepemilikan jaringan sosial atau relasi yang terinstitusionalisasi. Jaringan
sosial ini memunginkan individu atau kelompok menjadi anggota suatu
organisasai atau komunitas tertentu, sehingga dapat mengakses berbagai
bentuk dukungan kolektif. Dengan kata lain, modal sosial adalah sumber
daya yang diperoleh seseorang melalui hubungan dan keanggotaannya

dalam struktur sosial yang terorganisir.

Menurut Bourdieu, modal sosial berkembang ketika individu atau
kelompok membangun jaringan kerja yang stabil dan berlangsung lama, di
mana anggota saling mengenal, mengakui, dan mempertahankan relasi
satu sama lain. Modal ini tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan
modal lain seperti modal ekonomi dan modal budaya, sehingga besarnya
modal sosial yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh kualitas dan
kuantitas koneksi yang dapat dimobilisasi serta akumulasi modal lain yang

dimiliki oleh individu tersebut (Bourdieu, 1987).

Bourdieu juga menekankan bahwa modal sosial melahirkan kewajiban
sosial, yaitu tanggung jawab anggota jaringan untuk terlibat dalam

interaksi timbal balik. Anggota diharuskan melakukan pertukaran,
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afirmasi, dan reafirmasi hubungan kolektif yang telah terbentuk, sehingga
modal sosial bukan hanya asset individu, tetapi juga aset kolektif yang

diperkuat melalui relasi yang terus-menerus (Bourdieu, 1987).

Dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu, modal sosial terdiri dari
beberapa unsur utama yang menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial
yang produktif. Dalam penelitian ini, modal sosial dianalisis melalui tiga
indikator utama, yaitu jaringan sosial (network), kepercayaan (trust), dan
timbal balik sosial (reciprocity).

1. Jaringan Sosial (Network). Merujuk pada hubungan antarindividu
dan kelompok yang bersifat stabil dan terinstitusionalisasi. Dalam
konteks Pilkada Lampung Barat, jaringan sosial mencakup
hubungan calon kepala daerah dengan tokoh masyarakat, partai
politik, dan kelompok strategis lain. Semakin luas dan kuat
jaringan sosial yang dimiliki, maka semakin besar peluang
dukungan politik yang dapat dimobilisasi.

2. Kepercayaan (Trust). Kepercayaan merupakan elemen kunci yang
menjaga keberlanjutan hubungan sosial. Kepercayaan publik
terhadap calon petahana, misalnya, terbentuk melalui rekam jejak
kepemimpinan, kedekatan dengan masyarakat, serta konsistensi
dalam kebijakan publik. Tingginya kepercayaan ini dapat
menciptakan legitimasi sosial dna politik yang memperkuat
dukungan tunggal terhadap calon tersebut.

3. Timbal Balik Sosial (Reciprocity). Modal sosial bergerak melalui
prinsip timbal balik, dimana setiap anggota jaringan memiliki
kewajiban moral untuk saling mendukung. Dalam politik lokal, hal
ini tampak dari dukungan partai dan elite terhadap calon yang
sebelumnya telah memberikan kontribusi atau keuntungan tertentu

bagi kelompok tersebut.

Ketiga indikator ini berfungsi sebagai instrument yang menjelasksan

bagaimana modal sosial bekerja dalam mempertahankan dukungan dan
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memperluas pengaruh sosial maupun politik. Secara sederhana, modal
sosial menurut Bourdieu adalah modal yang dimiliki oleh anggota
kelompok melalui jaringan sosial. Melalui koneksi dengan kelonpok lain,
modal sosial ini dapat dimanfaaatkan dalam bentuk kepercayaan, dukungan

kolektif, dan akses terhadap peluang yang tersedia di dalam masyarakat.

Dalam konteks politik lokal, modal sosial berperan penting dalam
membentuk dukungan politik, baik dari masyarakat maupun partai politik.
Seoranag calon kepala daerah yang memiliki jaringan sosial luas, reputasi
baik, serta hubungan yang harmonis dengan tokoh masyarakat dan elite
politik akan lebih mudah mendapatkan dukungan. Jaringan ini berfungsi
sebagai sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk memperoleh dukungan

elektoral, memperkuat citra, dan menganamankan posisi politiknya.

Figur dengan akumulasi modal sosial yang tinggi mampu membangun
jaringan kepercayaan dan hubungan timbal balik dengan partai-partai
politik, sehingga menciptakan koalisi besar yang mendukung satu kandidat
saja. Dalam kondisi tersebut, fungsi partai politik sebagai Lembaga
rekrutmen dan kaderisasi menjadi lemah karena proses kandidasi cenderung
didorong oleh kekuatan personal dan jaringan sosial figur, bukan

mekanisme demokratis internal partai.

Dengan demikian, modal sosial menjadi faktor penjelas mengapa dominasi
figur politik tertentu dapat memengaruhi keputusan partai untuk tidak
mengajukan calon lain, yang pada akhirnya menimbulkan fenomena calon
tunggal. Keadaan ini menujukkan bahwa politik lokal sering kali tidak
hanya ditentukan oleh rasionalitas kelembagaan partai, tetapi juga oleh
hubungan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan, loyalitas, dan

kalkulasi keuntungan timbal balik antaraktor politik.

Fenomena calon tunggal, seperti yang terjadi pada Pilkada Lampung Barat
2024, dapat dianalisis sebagai hasil interaksi anatara modal sosial calon dan
strategi partai politik, di mana jaringan dan reputasi calon menjadi faktor

penentu keputusan partai dalam mendukung satu kandidat.
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2.7.  Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan susunan antar konsep yang dibangun berdasarkan
hasil kajian pustaka. Kerangka ini disusun untuk memberikan arah dan panduan
dalam penelitian, berlandaskan pada teori-teori yang relevan serta temuan
penelitian terdahulu, sehingga menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah

penelitian.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan
keterkaitan antara modal sosial (Bourdieu, 1987) yang dimiliki oleh calon
dengan terbentuknya koalisi besar serta munculnya calon tunggal pada Pilkada
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Landasan utama kerangka berpikir ini
adalah bahwa modal sosial yang kuat baik yang bersumber dari jaringan politik,
kepercayaan masyarakat, maupun dukungan timbal balik signifikan dalam
memengaruhi konfigurasi dukungan partai politik dan arah kontestasi politik

lokal.

[ Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Bupati Lampung Barat 2024 }

Teori Modal Sosial Bourdieu (1987)

1. Jaringan relasi (Network)
2. Kepercayaan (Trust)
3. Timbal balik (Reciprocity)

l

[Dominasi Figur Politik J [ Koalisi Partai Politik } {Lemahnya Kandldaﬂ

Partai Politik

Gambar 2. Kerangka Berfikir
Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)



III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif,
dengan menekankan pada pemahaman terhadap fenomena secara mendalam
melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena pada
penelitian ini berubaya memahami fenomena politk calon tunggal pada Pilkada
Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 secara mendalam, terutama dari
perspektif aktor politik, partai, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti
dapat menggali makna, pengalaman para informan, dan persepsi terkait
bagaimana modal sosial berperan dalam proses pengambilan keputusan politik
dalam pencalonan kepala daerah. Dengan begitu, pendekatan kualitatif dianggap
paling tepat untuk mengungkap konteks sosial dan dinamika kekuasaan yang

melatarbelakangi munculnya calon tunggal.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan kegiatan
pengumpulan data dan informasia yang relevan dengan tujuan kajian. Adapun
lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lampung Barat,
Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa
kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu daerah yang mengalami fenomena

calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Fenomena ini perlu
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diteliti karena tidak hanya menperlihatkan dinamika politik lokal yang khas,
tetapi juga didorong oleh meningkatnya kecenderungan munculnya calon tungal
di berbagai daerah yang menimbulkan kekhawatiran terhadap berkurangnya
kompetisi elektoral. Selain itu, kondisi calon tunggal juga berpotensi
memengaruhi efektivitas rekrutmen politik partai, serta kualitas tata kelola
demokrasi lokal. Dengan begitu, Kabupaten Lampung Barat dinilai relevan
sebagai lokasi penelitian untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang

menyebabkan munculnya calon tunggal.

3.3. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2020) fokus penelitian adalah rumusan batasan yang
ditetapkan peneliti sebagai pusat perhatian guna memeperjelas arah, sasaran,
serta ruang lingkup dari dari penelitian yang dilakukan. Dengan menetapkan
fokus penelitian secara jelas, peneliti dapat menghindari pembahasan yang
terlalu luas dan memastikan bahwa setiap langkah penelitian, mulai dari
pengumpulan data hingga analisis, tetap relevan dengan tujuan yang ingin

dicapai.

Menurut Bourdieu (1987) modal sosial adalah akumulasi sumber daya aktual
maupun potensial yang melekat pada jaringan relasi sosial kelompok atau
individu, dan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh posisi atau keuntungan
tertentu dalam suatu arena sosial, termasuk arena politik. Oleh sebab itu,

penelitian ini difokuskan pada:

1. Jaringan Sosial (Social Network): pada indikator ini peneliti akan
berfokus pada sejauh mana figur politik membangun jaringan sosial
dengan berbagai pihak seperti masyarakat, dan partai politik. Peneliti
akan menelaah bagaimana indikator ini berkontribusi dalam memperkuat
dukungan politik terhadap pasangan calon tunggal.

2. Kepercayaan (Trust): pada indikator ini peneliti akan menitikberatkan

pada tingkat kepercayaan masyarakat dan partai politik terhadap figur
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yang diusung. Peneliti akan meneliti bagaimana kepercayaan publik
tersebut terbentuk melalui kedekatan sosial, rekan jejak, dan reputasi
figur sehingga menjadi dasar kuat dalam penyatuan dukungan partai
politik.

3. Timbal Balik Sosial (Reciprocity): pada indikator ini, peneliti akan
mengamati hubungan timbal balik antara figur politik dengan partai
politik, baik berupa berupa dukungan moral, material, maupun akses
terhadap sumber daya. Hubungan saling menguntungkan ini menjadi
salah satu bentuk penguatan modal sosial yang mendorong stabilitas

dukungan terhadap calon tunggal.

3.4. Informan

Informan merupakan individu yang dijadikan sumber informasi guna
memperoleh pemahaman mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan
latar belakang penelitian. Para informan dipilih karena memiliki ppenagalaman,
pengetahuan, atau bahkan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang
dikaji. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakuakan menggunakan
teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja
berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik
ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang dianggap paling
memahami konteks, permasalahan, serta dinamika yang terjadi di lapangan,
sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam dan relevan dengan fokus
penelitian. Dengan begitu, keberadaan informan yang dipilih secara purposif
diharapkan dapat membantu peneliti dalam menggali data yang akurat dan
mendukung tercapainya tujuan penelitian. adapun informan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:
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No Informan Jabatan Alasan Pemilihan
1 Satriawan Basron Wakil Sekretaris Bidang Sebagai partai
Program Partai PDI-P pengusung utama
(Manajer Kampanye Pasangan calon
Pemenangan Pilkada tunggal, datn rlnezlnllhh
peran sentra alam
Lampung Barat 2024) proses kandidasi dan
penentuan calon
kepala daerah.
2 Bambang Kusmanto Ketua DPC Partai Tergabung dalam
Nasdem Kabupaten koalisi  pendukung
Lampung Barat calon tunggal,
sehingga dapat
menjelaskan
dinamika koalisi
lintas partai
3 Ismun Zani Ketua DPC Partai Golkar Tergabung dalam
Kabupaten ~ Lampung koalisi  pendukung
Barat calon tunggal,
sehingga dapat
menjelaskan
dinamika koalisi
lintas partai
4 Nopiyadi Ketua DPC Partai PKS Tanggapan
Kabupaten Lampung mengenai fenomena
Barat pasangan calon
tunggal di
Kabupaten Lampug
Barat.
5 Doni Risadi Ketua umum KPU Melihat mekanisme
Kabupaten Lampung pendaftaran  dan
Barat Tanggapan
mengenai fenomena
pasangan calon
tunggal di
Kabupaten Lampug
Barat
6  Esa Merli Sentosa General Manager redaksi  Dapat
WID & Wakil Ketua menggambarkan
Bidang PWI Lampung kondisi politik dan
Barat (Wartawan) calon tunggal
Kabupaten

Lampung Barat
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No Informan Jabatan

Alasan Pemilihan

7 Rifki Masyarakat

8  Jahfar Wahyudi Masyarakat

9  Helpina Masyarakat

Dapat
menggambarkan
persepsi masyarakat
terhadap  kondisi
politik dan calon
tunggal

Dapat
menggambarkan
persepsi masyarakat
terhadap dinamika
politik dan calon
tunggal

Dapat
menggambarkan
persepsi masyarakat
terhadap dinamika
politik dan calon
tunggal

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

3.5. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2020) sumber data penelitian terbagi menjadi dua jenis

utama, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini memiliki

karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam mendukung validitas serta

keandalan temuan penelitian.

1. Data primer merupakan sumber utama yang diperoleh peneliti secara

langsung dari narasumber atau subjek penelitian melalui proses

wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini meliputi pengurus

partai politik, tokoh pers, serta perwakilan masyarakat. Pemilihan

informan tersebut bertujuan untuk memperoleh sudut pandang yang

beragam dan komprehensif mengenai fenomena calon tunggal pada

Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.
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Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara
langsung dengan para informan yang telah ditentukan secara purposive.
Melalui data primer tersebut, peneliti dapat memahami secara mendalam
bagaimana interaksi antaraktor politik, jaringan sosial, dan masyarakat
berperan dalam membentuk fenomena calon tunggal di Kabupaten

Lampung Barat.

2. Data sekunder dalam penelitian ini bersifat pelengkap dan penguat dari
data primer. Data ini diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis
yang tidak langsung berasal dari subjek penelitian. Sumber-sumber
tersebut mencakup jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan
perundang-undangan, serta artikel dari media massa baik cetak maupun
daring yang memuat informasi terkait fenomena calon tunggal. Data
sekunder memberikan konteks teoritis dan latar belakang empirik yang
membantu peneliti dalam menyusun kerangka analisis serta mendukung

interpretasi terhadap data primer yang telah dikumpulkan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang digunakan oleh
peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam
menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif,
teknik ini bertujuan untuk menggali data secara mendalam melalui berbagai

metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020).

1. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang
dilakukan melalui komunikasi verbal antara peneliti dan informan.
Menurut Sugiyono (2020), wawancara dapat dilakukan dalam tiga bentuk,
yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara
tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik
wawancara semi-terstruktur, yaitu teknik wawancara yang dilaksanakan

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dirancang terlebih
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dahulu, namun tetap memberikan kesempatan bagi munculnya pertanyaan
baru yang relevan sesuai dengan alur percakapan. Pendekatan ini dipilih
agar proses wawancara tetap terarah, tetapi juga fleksibel untuk menggali
lebih dalam pandangan, pengalaman, serta pemahaman informan
mengenai fenomena Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 yang
menghasilkan calon tunggal.

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui
pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh
informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji
(Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, observasi digunakan sebagai
teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek
penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus masalah
yang dikaji. Metode ini memungkinkan peneliti menangkap kondisi nyata
di lapangan secara lebih faktual.

. Dokumentasi menurut Sugiyono (2020), dokumentasi merupakan salah
satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh
informasi dari berbagai catatan, arsip, maupun dokumen yang berkaitan
dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk melengkapi data hasil
wawancara dan observasi agar analisis yang dilakukan menjadi lebih
komprehensif. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan meliputi
surat-surat resmi, arsip partai politik, jurnal ilmiah, hasil penelitian
terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta artikel dari media massa,
hingga foto kegiatan, yang berkaitan dengan proses pencalonan kepala
daerah di Kabupaten Lampung Barat tahun 2024. Dokumen-dokumen
tersebut memiliki nilai penting sebagai sumber data historis dan empiris
yang membantu peneliti menelusuri dinamika politik lokal, terutama
dalam memahami munculnya fenomena calon tunggal pada Pilkada

Kabupaten Lampung Barat.
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3.7. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif proses pengolahan dan analisis data tidak harus
dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan dapat berlangsung secara
bersamaan dengan proses pengumpulan data. Peneliti bahkan dapat kembali ke
lapangan untuk melengkapi informasi yang dirasa kurang. Pengolahan data
sendiri bertujuan memudahkan tahap analisis selanjutnya. Dalam penelitian ini

digunakan dua teknik pengolahan data, yaitu:

1. Editing adalah langkah awal dalam proses pengolahan data yang bertujuan
untuk menelaah dan memastikan keakuratan, kelengkapan, serta
konsistensi data yang telah diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, tahap
editing dilakukan terhadap data hasil wawancara dengan pengurus partai
politik, tim sukses, tokoh politik, dan berbagai informan lainnya untuk
memastikan  bahwa  informasi  yang  diperoleh  benar-benar
menggambarkan proses politik dan faktor-faktor penyebab munculnya
calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024. Selain
itu proses ini memungkinkan peneliti meninjau kembali jawaban yang
kurang jelas atau meragukan, serta menegaskan data yang mendukung
hasil penelitian. Dengan demikian, tahap editing menjadi langkah penting
untuk memastikan bahwa seluruh data yang akan dianalisis akurat,
terverifikasi, dan selaras dengan tujuan penelitian.

2. Interpretasi data merupakan proses memberikan makna terhadap data yang
telah dikumpulkan dan diolah, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-
pola penting serta menemukan temuan-temuan yang relevan dengan fokus
penelitian. Pada tahap ini, peneliti berupaya memahami dan menafsirkan
makna yang terkandung dalam data yang telah terkumpul. Interpretasi
tidak hanya sebatas menjelaskan temuan secara deskriptif, tetapi juga
menelaah keterkaitannya dengan konsep modal sosial Bourdieu (1987),
seperti jaringan sosial, kepercayaan, dan timbal balik sosial, yang menjadi
dasar analisis penelitian. Peneliti mencocokkan hasil wawancara dengan
dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang bagaimana

relasi sosial, tingkat kepercayaan, serta legitimasi figur politik membentuk
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dukungan terhadap calon tunggal. Proses interpretasi ini menghasilkan
pemahaman mendalam tentang dinamika sosial-politik di balik munculnya
calon tunggal dalam Pilkada Lampung Barat tahun 2024, yang kemudian

menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

3.8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagaimana
dikemukakan oleh Sugiyono (2020), yang menekankan bahwa proses analisis
dilakukan secara berkelanjutan dan saling berkaitan sejak data mulai
dikumpulkan. Analisis data berlangsung secara interaktif melalui beberapa
tahapan sejalan dengan pandangan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono,
2020) yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan
kesimpulan (drawing conclusion) yang disertai dengan proses verifikasi.
Melalui tahapan tersebut, data lapangan diharapkan mampu memberikan

gambaran yang utuh dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian,
penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari
wawancara maupun dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti
menyederhanakan dan merangkum data yang telah terkumpul dengan cara
menyeleksi informasi yang penting dan membuang data yang tidak
relevan. Proses reduksi ini dilakukan dengan membaca ulang transkrip
wawancara dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan indikator teori
modal sosial (Bourdieu, 1987), seperti jaringan sosial (network),
kepercayaan (trust), dan timbal balik sosial (reciprocity). Melalui tahap
ini, peneliti dapat menyusun data menjadi satuan analisis yang lebih
terarah, sehingga memudahkan dalam memahami antara kekuatan sosial
calon, dukungan masyarakat, dan keputusan partai politik dalam

pencalonan.
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2. Penyajian Data (Data Display), peneliti akan menyajikan hasil temuan
dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar pembaca dapat dengan
mudah memahami konteks sosial dan politik di balik fenomena calon
tunggal. Penyajian data akan disusun dalam bentuk naratif dan disusun
berdasarkan kategori yang berkaitan dengan unsur-unsur modal sosial
seperti bagaimana jaringan sosial figur politik dominan memengaruhi arah
koalisi partai, dengan begitu penyajian data dalam penelitian ini berfungsi
untuk memperlihatkan hubungan antar-tema dan memperjelas dinamika

sosial-politik yang terjadi di Lampung Barat.

3. Penarikan Kesimpulan (drawing conclusion), peneliti akan menafsirkan
makna dari data yang telah dianalisis untuk menemukan jawaban atas
rumusan masalah di penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara
induktif yaitu berdasarkan bukti dan temuan di lapangan. Sebelum
kesimpulan ditetapkan, peneliti melakukan proses triangulasi data guna
memastikan keabsahan dan konsistensi antara hasil wawancara, serta
dokumentasi. Dari proses ini, diperoleh pemahaman yang lebih mendalam
mengenai bagaimana modal sosial, melalui kekuatan jaringan,
kepercayaan, dan hubungan timbal balik, berperan dalam membentuk
dukungan politik yang yang menyebabkan kemunculan pasangan calon

tungal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

3.9. Uji Keabsahan Data

Guna menjamin data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,
peneliti melakukan uji keabsahan data sebagai langkah penting dalam penelitian
kualitatif. Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan interpretasi
maupun kekeliruan dalam tahap analisis dan penarikan kesimpulan. Uji
keabsahan data dalam penelitian kualitatif berfokus pada derajat kepercayaan
(credibility), yaitu sejauh mana data yang diperoleh mencerminkan realitas di

lapangan (Sugiyono, 2020).
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai
metode utama untuk menguji keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan
dengan membandingkan dan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari
berbagai sumber data yang berbeda, seperti antara hasil wawancara mendalam,
dan dokumen resmi yang relevan. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat
menilai konsistensi dan kesesuaian antar sumber informasi yang ada, sehingga

hasil penelitian dapat menggambarkan realitas secara objektif.

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama,
peneliti mencocokkan hasil wawancara antar informan, baik yang berasal dari
kalangan pemerintah daerah, partai politik, maupun masyarakat, guna melihat
apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap fenomena yang sama. Kedua,
peneliti menguji data hasil wawancara dengan dokumen pendukung, seperti
berita acara pemilihan, arsip partai politik, dan dokumen lainnya. Dengan begitu,
setiap informasi yang dikumpulkan dapat dipastikan validitasnya dan
menggambarkan kondisi empiris yang sebenarnya melalui proses klarifikasi dan
konfirmasi berulang. Melalui penerapan teknik ini, peneliti berupaya

memastikan bahwa setiap data yang digunakan benar-benar sah dan relevan.



IV.  GAMBARAN UMUM

4.1. Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten lampung barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di
Provinsi Lampung dengan Ibu Kota di Liwa. Sejak pembentukannya yag melalui
pembentukan daerah otonom pada awal tahun 1990-an, Lampung Barat tumbuh
sebagai kabupaten dengan karakter pegunungan, kawasan konservasi, dan
wilayah agraris yang kuat termasuk perkebunan karet, dan komoditas pertanian

lainnya yang turut membentuk struktur ekonomi dan sosial daerah.

Kabupaten ini dibentuk betdasarkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1991
tertanggal 16 Juli 1991 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1991, dengan

batas:

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten
Lampung Tengah, dan Kabupaten Tanggamus.

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi
Bengkulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera
Selatan.

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.

e. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Secara administratif Kabupaten Lampung Barat ini terdiri dari 15 kecamatan dan
136 desa atau pekon, dengan luas wilayah berada di kisaran +2.100 km,
sementara itu jumlah penduduk kabupaten tercatat mendekati 312 ribu jiwa data

per tahun 2024.
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Tabel 4. Sebaran wilayah dan penduduk Kabupaten Lampung Barat

NO Kecamatan buas Penduduk Ibu Kota Kecamatan
(KM?) (Ribu)

1 Balik Bukit 159,41 45,52 Liwa

2 Sukau 146,07 25,80 Buay Nyerupa

3 Lumbok Seminung 98,88 8,61 Lumbok

4 Belalau 93,91 12,62 Kenali

5 Sekincau 115,09 19,72 Pampangan

6 Suoh 150,22 18,84 Sumber Agung

7 Batubrak 199,29 15,33 Pekon Balak

8 Pagar Dewa 197,71 17,07 Basungan

9 Batu Ketulis 182,01 13,74 Bakhu

10  Bandar Negeri Suoh 267,23 25,78 Tri Mekar Jaya

11 Sumber Jaya 130,44 24,25 Tugu Sari

12 Way Tenong 129,70 35,07 Mutar Alam

13 Gedung surian 76,96 17,21 Gedung Surian

14  Kebun Tebu 61,55 21,39 Pura Jaya

15  Air Hitam 108,12 12,49 Sumber Alam

Sumber: BPS kabupaten Lampung Barat (2023)

Secara tata kelola pemerintahan daerah, Lampung Barat memiliki struktur

pemerintahan kabupaten yang lengkap dengan perangkat daerah seperti Dinas

Kesehatan, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, serta perangkat

kecamatan yang menangani pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan

pengelolaan sumber daya alam. Adapun kondisi topografi perbukitan dan zona

hutan di beberapa kecamatan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerataan

layanan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal, sehingga pembangunan

daerah sering menitikberatkan program aksesibilitas, infrastruktur dasar, dan

pemberdayaan pertanian/perkebunan. Data sektoral daerah juga menempatkan

sektor pertanian/perkebunan dan pariwisata berbasis alam sebagai pilar ekonomi

penting Lampung Barat.



42

_ PETA ADMINISTRASI KABUPATEN LAMPUNG BARAT LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

Gambar 3. Peta administrasi Kabupaten Lampung Barat

Sumber: (petatematikindo)

Sejak berdirinya Kabupaten Lampung Barat, kepemimpinan daera telah
mengalami beberapa kali pergantian yang mencerminakna dinamika politik local
dan perkembangan institusionanl pemerintahan. Pada periode awal, jabatan
Bupati diemban oleh Hakim Saleh Umpu Singa yang memimpin dari 1991-997,
sekaligus menjadi figur penting dalam membangun struktur dasar pemerintahan
kabupaten yang baru terbentuk. Setelah masa jabatannya berakhir,
kepemimpinan sempat dijalankan oleh Indra Ismail Bangsawan sebagai Penjabat
Bupati pada 1997, sebelum kemudian diteruskan oleh I Wayan Dirpha yang
menjabat sebagai Bupati selama periode 1997-2002.

Memasuki periode selanjutnya, kepemimpinan beralih kepada Mukhlis Basri,
yang menjabat pada periode 2002-2007. Selanjutnya, kontestasi politik daerah
menghasilkan kepemimpinan baru oleh Parosil Mabsus, yang memimpin
Kabupaten Lampung Barat pada periode 2017-2022 dan kembali terpilih untuk
periode 2025-2030, sehingga menjadikannya bupati petahana ketika Pilkada
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serentak berlangsung. Pada masa transisi pemerintahan, posisi kepala daerah
juga sempat dijalankan oleh Mad Hasnurin sebagai Penjabat Bupati periode
2022-2025 untuk memastikan kesinambungan administrasi pemerintahan

sebelum pelaksanaan Pemilihan kepala daerah berikutnya.

4.2.  Profil Pasangan Calon Tunggal parosil Mabsus-Mad Hasnurin

Pasangan calon tunggal dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Barat
tahun 2024 menghadirkan pasangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin.
Pasangan ini memperoleh dukungan mayoritas partai politik yang memiliki kursi
di DPRD Kabupaten Lampung Barat. Adapun dukungan tersebut berasal dari
partai PDI-P sebagai partai pengusung utama, dan ikut didukung oleh partai-
partai lain yang tergabung dalam koalisi, antara lain yaitu partai NasDem, Partai
Golkar, Partai PKB Golkar, Partai Gerindra, Partai PAN, Partai PKS, Partai
Demokrat, dan beberapa partai nonparlemen yaitu Partai PSI, Partai Perindo,
PPP, dan partai Buruh. Konsolidasi dukungan lintas partai ini menunjukkan
terbentuknya koalisi politik yang solid dan terpusat pada satu pasangan calon
dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

4.2.1. Profil Parosil Mabsus

Parosil Mabsus, yang akrab disapa Pakcik, lahir di Purawiwitan pada 12
Maret 1974. Parosil Mabsus menyelesaikan pendidikan tingginya di
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, di mana ia
memperoleh gelar sarjana pada tahun 1999. Dari latar belakang pendidikan
tersebut, karier Parosil Mabsus diarahkan ke bidang pendidikan. Pada akhir
tahun yang sama, ia bertugas sebagai guru kehormatan di SMP Negeri 2
Sumber Jaya. Kemudian, pada tahun 2002, ia bertugas sebagai guru kontrak
di SMA Negeri | Lemong.

Keterlibatan Parosil Mabsus di arena politik dimulai pada tahun 2004
melalui pencalonannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Seiring waktu, perjalanan politiknya membawanya pada Pilkada Kabupaten
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Lampung Barat tahun 2017, Parosil Mabsus maju sebagai Bupati dengan
Mad Hasnurin sebagai pasangannya. Dengan slogan "Lampung Barat
Hebat" pasangan ini meraih dukungan mayoritas publik, dan dilantik
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat untuk periode 2017-2022.
Pada pemilihan daerah tahun 2024, mereka kembali mencalonkan diri dan
kembali memenangkan pilkada sebagai satu-satunya kandidat dan melawan

kotak kosong.

Selama kepemimpinan Parosil Mabsus, Kabupaten Lampung Barat meraih
banyak prestasi, mendapatkan pengakuan di tingkat daerah dan nasional.
Lampung Barat dianugerahi gelar Kabupaten Paling Inovatif pada
Penghargaan Pemerintah Inovatif 2020. Tahun berikutnya, menerima
penghargaan dari Gubernur Lampung atas dukungan terhadap program Satu
Rekening, Satu Siswa. Lebih lanjut, Rumah Sakit Umum Daerah (PKP)
Alimuddin Umar meraih akreditasi nasional bintang lima. Di bidang budaya
dan olahraga, juga meraih juara ketiga dalam Lomba Filsafat Desa Kopi
Nasional di Yogyakarta pada tahun 2018, dan prestasi olahraga tingkat

nasional dari Asosiasi Pencak Silat Indonesia pada tahun yang sama.

4.2.2. Profil Mad Hasnurin

Drs. Hi. Mad Hasnurin lahir di Kenali pada 30 November 1955. Sebelum
terjun ke dunia politik, ia memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi
pemerintahan. Kariernya dimulai sebagai Kepala Subbagian Kesejahteraan
pada Biro Kepegawaian Provinsi Lampung pada tahun 1985. Sejak itu, ia
menduduki berbagai jabatan strategis di tingkat daerah. Beberapa jabatan
penting yang pernah diemban antara lain Kepala Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 1999, Camat Tulang Bawang
Udik pada tahun 2001, Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian pada tahun
2008, serta Inspektur Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2009 dan 2014.

Pada tahun 2017, Mad Hasnurin memutuskan masuk ke dunia politik dan

maju sebagai calon Wakil Bupati Lampung Barat berpasangan dengan
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Parosil Mabsus. Mengusung slogan “Lampung Barat Hebat” pasangan ini
berhasil memenangkan Pilkada dan memimpin Kabupaten Lampung Barat

selama periode 2017-2022.

Keberhasilan kepemimpinan pada periode pertama mendorong pasangan
Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin kembali maju pada Pilkada Kabupaten
Lampung Barat tahun 2024. Pada kontestasi tersebut, pasangan ini
memperoleh nomor urut 2 dan kembali mendapatkan dukungan yang solid
dan mengantarkan pasangan Parosil Mabsus—Mad Hasnurin sebagai calon

tunggal dalam Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

4.3. Visi dan Misi Pasangan Parosil Mabsus-Mad Hasnurin

Visi calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024
dirumuskan dalam slogan “Mewujudkan Lampung Barat yang Harmonis, Elok,
Berdaya Saing, Agamis, Taqwa, Sehat, Cerdas, Berbudaya, Tegas, Inovatif,
Adil, Makmur, dan Merata (HEBAT DAN SETIA)”.

Visi pembangunan Kabupaten Lampung Barat, yang menekankan keberlanjutan,
daya saing daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipromosikan
oleh pasangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin. Orientasi pembangunan
diarahkan pada penguatan sektor pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan
publik, pengembangan infrastruktur daerah, dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat berdasarkan potensi lokal daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pasangan kandidat menetapkan sejumlah misi
strategis sebagai arah operasional pembangunan daerah. Misi pertama
menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan
berbudaya sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Misi kedua diarahkan
pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta penguatan kemandirian ekonomi

daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

Selanjutnya, pasangan kandidat menargetkan terwujudnya birokrasi yang

amanah, taat hukum, dan berkeadaban guna mendukung tata kelola
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pemerintahan yang efektif. Misi berikutnya berfokus pada peningkatan kualitas
lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di
bidang sosial, ditekankan pembentukan masyarakat yang beriman, bertakwa,
harmonis, dan menjunjung nilai gotong royong. Adapun misi terakhir diarahkan
pada pembangunan infrastruktur yang mantap dan merata untuk menunjang
pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Visi dan misi ini merupakan
kelanjutan dari arah pembangunan periode sebelumnya dan selanjutnya menjadi
dasar dukungan politik partai politik. Situasi ini juga memengaruhi penerimaan
publik terhadap satu-satunya pasangan kandidat dalam Pemilu Kabupaten
Lampung Barat 2024, yang terkait erat dengan keberlanjutan kebijakan

pembangunan yang ada.

4.4. Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024
merupakan salah satu dinamika politik lokal yang cukup menonjol dalam
konteks demokrasi daerah. Pada pemilihan tersebut, pasangan Parosil Mabsus
dan Mad Hasnurin menjadi satu-satunya pasangan calon yang mendaftar dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi. Mereka memperoleh
dukungan besar melalui kontestasi politik berskala luas yang melibatkan 12
partai poltik, baik dari unsur parlemen maupun non-parlemen. Partai-partai
pendukung tersebut anatara lain adalah PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar,
NasDem, PKS, PAN, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, dan Partai Buruh. Secara
politis, dukungan ini memberikan basis struktural dan elektoral yang sangat kuat
bagi pasangan tersebut, terutama mengingat PDI Perjuangan sebagai partai

terbesar di DPRD Lampung Barat dan menjadi inti koalisi tersebut.

Proses pendaftaran calon menunjukkan kecenderungan yang sama, setelah masa
perpanjangan pendaftaran yang berlangsung pada 2—4 September 2024 tidak
menghasilkan adanya calon lain yang mendaftar, KPU Kabupaten Lampung
Barat secara resmi menetapkan pasangan Parosil-Mad Hasnurin sebagai calon

tunggal. Penetapan ini dilakukan setelah serangkaian verifikasi administratif dan
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pemeriksaan kelengkapan dokumen syarat pencalonan serta tes kesehatan yang
menyatakan bahwa keduanya layak maju dalam pemilihan. Penetapan calon
tunggal tersebut sepenuhnya mengacu pada landasan hukum nasional,
khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang
menegaskan bahwa pilkada tetap harus dilaksanakan meskipun hanya terdapat
satu pasangan calon. MK menilai bahwa pelarangan calon tunggal bertentangan
dengan prinsip kedaulatan rakyat karena hak untuk memilih tetap harus
diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam kondisi calon tunggal,
masyarakat tetap diberikan dua pilihan: mendukung pasangan calon atau

memilih kolom kosong sebagai bentuk partisipasi alternatif dalam demokrasi.

KPU Lampung Barat kemudian menggelar rapat pleno terbuka pada 23
September 2024 untuk melakukan pengundian nomor urut. Hasilnya, pasangan
Parosil-Mad Hasnurin memperoleh nomor urut 2, sedangkan kolom kosong
ditetapkan sebagai nomor urut 1. Sesuai ketentuan peraturan KPU, surat suara
tetap mencantumkan dua opsi tersebut meskipun hanya satu pasangan calon
yang maju. Dengan demikian, ruang partisipasi masyarakat tetap terbuka, baik
untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon tunggal maupun sebagai

bentuk protes politik melalui pilihan kolom kosong.

Menjelang pemungutan suara, pasangan Parosil-Mad Hasnurin menjalankan
berbagai aktivitas kampanye, baik melalui pertemuan langsung dengan
masyarakat, penyampaian visi-misi dalam forum publik, maupun melalui
program yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas
pendidikan, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, serta pemberdayaan
ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM. Kampanye mereka
menekankan kesinambungan pembangunan dan stabilitas pemerintahan yang

telah berjalan pada periode sebelumnya.

Pemungutan suara yang dilaksanakan pada 27 November 2024 berlangsung
kondusif dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Masyarakat datang ke
Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilih mereka, baik

untuk mendukung pasangan calon maupun memilih kolom kosong. Setelah
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penghitungan suara dilakukan secara berjenjang, berdasarkan hasil rapat pleno
KPU Kabupaten Lampung Barat, yang dilaksanakan pada 3-4 Desember 2024,
tercatat bahwa pasangan Parosil-Mad Hasnurin meraih 121.089 suara,
sedangkan kolom kosong memperoleh 25.217 suara. Dengan kemenangan
tersebut, KPU secara resmi menetapkan pasangan tersebut sebagai pemenang
Pilkada Lampung Barat 2024 sehingga berhak melanjutkan kepemimpinan

daerah untuk periode lima tahun ke depan.

Tabel 5. Hasil Perolehan Suara Pilkada Lampung Barat Tahun 2025

Parosil Mabsus -

No Kecamatan Kotak Kosong Mad Hasnurin
1 Balik Bukit 4.796 13.419
2 Sumber Jaya 1.837 9.662
3 Belalau 784 4.718
4 Way Tenong 2.136 12.739
5 Sekincau 877 7.950
6 Suoh 3.067 6.743
7 Batu Brak 1.305 5.725
8 Sukau 1.772 9.676
9 Gedung Surian 694 8.346
10 Kebun Tebu 536 10.825
11 Air Hitam 391 6.327
12 Pagar Dewa 1.114 7.145
13 Batu Ketulis 649 5.900
14 Lumbok Seminung 264 3.938
15 Bandar Negeri Suoh 4.995 7.985

Jumlah 25.217 121.098

Sumber: KPU Lampung Barat (2024)

Meskipun kemenangan pasangan calon tunggal ini menunjukkan bahwa
mayoritas masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap kepemimpinan
mereka, hasil pemungutan suara juga memperlihatkan bahwa suara untuk kolom
kosong cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya sebagian masyarakat
yang menginginkan alternatif kepemimpinan dan menyuarakan kritik terhadap
terbatasnya kompetisi politik dalam pilkada. Fenomena calon tunggal kembali
menjadi sorotan penting dalam kajian demokrasi lokal, terutama terkait

dampaknya terhadap kualitas kontestasi politik, akuntabilitas elektoral, serta
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mekanisme rekrutmen politik di tingkat daerah, ke depan, kondisi ini menjadi
tantangan bagi sistem politik untuk menyediakan ruang kompetisi yang lebih
sehat dan memastikan bahwa pilkada tetap mencerminkan esensi demokrasi

sebagai arena pilihan yang bebas, terbuka, dan kompetitif.



6.1.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Pada faktor penyebab kemunculan calon tunggal dipengaruhi oleh akumulasi
modal sosial yang terpusat pada satu figur. Jaringan sosial yang luas,
kepercayaan publik yang tinggi, dan relasi timbal balik yang stabil membentuk
keunggulan struktural yang sulit ditandingi. Kondisi ini membuat kandidat lain
tidak memiliki kapasitas yang seimbang untuk masuk dalam kontestasi sejak
tahap awal pencalonan.

Pada dinamika partai politik, kuatnya modal sosial kandidat mendorong partai
bersikap pragmatis. Partai tidak lagi menjalankan fungsi kaderisasi dan
rekrutmen secara optimal, tetapi menyesuaikan diri dengan kekuatan kandidat
dominan. Jaringan kandidat mengambil alih proses seleksi, kepercayaan publik
dijadikan dasar legitimasi, dan relasi timbal balik membentuk koalisi berbasis
kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa institusionalisasi partai belum
berjalan optimal, sehingga partai lebih berperan sebagai kendaraan politik
daripada sebagai institusi yang mandiri.

Pada dinamika politik lokal, modal sosial bekerja melalui mekanisme politik
informal yang berbasis pada jaringan kekerabatan, tokoh adat, dan relasi sosial
yang telah mengakar. Struktur sosial ini membentuk preferensi politik
masyarakat secara kolektif dan memperkuat konsolidasi dukungan terhadap
satu figur. Akibatnya, ruang kompetisi menjadi semakin sempit karena pilihan

politik masyarakat telah terarah sejak awal.
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Saran

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan

oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1.

Diperlukan penguatan pelembagaan partai politik melalui perbaikan sistem
kaderisasi, rekrutmen berbasis merit, serta evaluasi regulasi terkait calon
tunggal. Selain itu, perlu pengurangan sentralisasi keputusan di tingkat pusat
dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi pengurus daerah agar sistem
kepartaian menjadi lebih kompetitif.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji fenomena calon
tunggal dengan menggunakan pendekatan teori yang berbeda serta melakukan
studi komparatif dengan daerah lain yang memiliki karakteristik politik serupa,

guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.
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